ABSTRAK
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Kabinet Merah Putih Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah” ini ditulis oleh
Tutut Saputri Sugiyanti, NIM. 126103212173, dengan pembimbing Ibu Nurush
Shobahah, M.H.I
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Sistem pemerintahan Presidensil menempatkan Presiden sebagai pusat
penyelenggaraan pemerintahan maupun negara. Dalam menjalankan Presiden
juga membutuhan Penasihat, dalam hal ini konstitusi sudah mengakmodir
kebutuhan tersebut dan diatur lebih lanjut dalam UU No. 64/2024 tentang
Wantimpres RI. Wantimpres RI adalah lembaga yang secara konstitusional
memiliki fungsi Penasihat. Namun pada Pemerintahan Presiden Prabowo justru
mengalihkan fungsi penasihat tersebut kepada jabatan Penasihat Khusus yang
tugas dan kewenangannya tidak diatur secara detail.

Tujuan penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih keilmuan
tentang (1) Analisis peniadaan Wantimpres RI dan pengalihan fungsi kepada
penasihat khusus pada Kabinet Merah Putih Perspektif Hukum Poditif; (2)
Analisis peniadaan Wantimpres RI dan pengalihan fungsi kepada penasihat
khusus pada Kabinet Merah Putih Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode analisis data secara
deskriptif kualitatif dan perbandingan. Analisis deskriptif dan perbandingan
dilakukan dengan mendeskripsikan Lembaga Wantimpres RI, yang kemudian
dibandingkan dengan Jabatan Penasihat Khusus Presiden. Data primer diambil
dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini adalah buku-buku, artikel jurnal, dan dokumen penunjang lainnya
yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukan: (1) Lembaga Wantimpres RI adalah
lembaga konstitusional yang memiliki tugas dan kewenangan memberikan nasihat
dan pertimbangan kepada Presiden (2) Adanya jabatan Penasihat Khusus pada
Kabinet Merah Putih menunjukan adanya pengabaian kewajiban konstitusional
dan maladministratif karena tidak dijalankannya UU No.64/2024 Keberadaan
penasihat dalam pemerintahan adalah refleksi dari prinsip syura dalam Islam.
Namun, pengalihan fungsi Wantimpres kepada penasihat khusus dapat dipandang
tidak sesuai dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan kemaslahatan umat. Penasihat
khusus dianggap belum menunjukkan struktur dan peran yang sepadan dengan
tuntunan figih siyasah. Perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap perundang
undangan yang mengatur tentang Lembaga Kepresidenan dan harmonisasi
peraturan yang mengatur agar kenerja Lembaga Kepresidenan lebih optimal dan
efisien.
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ABSTRACT

"Analysis of the Abolition of the Presidential Advisory Council of the
Republic of Indonesia (Wantimpres RI) and the Transfer of Functions to Special
Advisors in the Red and White Cabinet from the Perspective of Positive Law and
Figh Siyasah" was written by Tutut Saputri Sugiyanti, NIM. 126103212173,
supervised by Nurush Shobahah, M.H.I.
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The Presidential system of government places the President as the center of
government and state administration. In carrying out the President also needs
advisors, in this case the constitution has accommodated this need and is further
regulated in Law No. 64/2024 concerning the Wantimpres RI. Wantimpres RI is
an institution that constitutionally has an advisory function. However, President
Prabowo's administration transferred the advisory function to the position of
Special Advisor whose duties and authorities are not regulated in detail.

The purpose of this research is expected to be able to contribute knowledge
about (1) Analysis of the abolition of Wantimpres RI and the transfer of functions
to special advisors in the Red and White Cabinet from the perspective of Poditive
Law; (2) Analysis of the abolition of Wantimpres RI and the transfer of functions
to special advisors in the Red and White Cabinet from the perspective of Figh
Siyasah.

This research is a normative research with descriptive qualitative and
comparative data analysis methods. Descriptive and comparative analysis is
carried out by describing the Wantimpres RI Institution, which is then compared
with the President's Special Advisor Position. Primary data is taken from
legislation and secondary data used in this research are books, journal articles, and
other supporting documents that have relevance to the issues discussed in this
thesis.

The results of this study show: (1) The Wantimpres RI is a constitutional
institution that has the duty and authority to provide advice and consideration to
the President (2) The existence of the position of Special Advisor in the Red and
White Cabinet shows a neglect of constitutional obligations and maladministrative
due to the non-implementation of Law No.64/2024 The existence of advisors in
government is a reflection of the principle of shura in Islam. However, the transfer
of Wantimpres' functions to special advisors can be seen as incompatible with the
principles of justice, efficiency, and the benefit of the people. Special advisors are
considered not to have a structure and role commensurate with the guidance of
figh siyasah. It is necessary to re-evaluate the laws governing the Presidential
Institution and harmonize the governing regulations so that the work of the
Presidential Institution is more optimal and efficient.
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